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1. LATAR BELAKANG & &
Kebijakan Manajemen tentang Anti Kerja Paksa dibuat, diterapkan dan dikelola bagi kepentingan
PT QMB New Energy Materials terkait pelarangan praktik kerja paksa.

AT QMBRIFIER, fillE, SEitaAn/E BT AR 1k 588 5 s Y PREUR,

2. TUJUAN B ®
Terciptanya lingkungan kerja yang bebas dari tindakan kerja paksa.

Bl — MEA BRI R TR,

3. RUANG LINGKUP &RVEH
Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pekerja di PT QMB New Energy Materials.

ABHSE T QMBI X AT A 52 L,

4. TANGGUNG JAWAB #4E
4.1 Direksi
4.1.1 Menyetujui dan menandatangani dokumen-dokumen terkait Kebijakan Manajemen

HMERN S 58 HBUR A o SC:
4.2 HR Head A 1B E X

4.2.1 Menyusun, menyiapkan dan merevisi dokumen-dokumen terkait Kebijakan
Manajemen dengan bekerjama Kepala Divisi (Unit Kerja) lainnya.

MR (THERND) &8, #lE, REMEL] 58 BLECRA LRSI,

4.3 Kepala Divisi (Unit Kerja) 17 (TYE#LD) FA
4.3.1 Memastikan penerapan Kebijakan Manajemen terlaksana di unit kerjanya dan setiap
perubahan dokumen-dokumen terkait Kebijakan Manajemen diketahui oleh seluruh
pekerja di unit kerjanya.
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5. KEBIJAKAN BUE
5.1 PENGERTIAN & X

5.1.1 Perusahaan adalah PT QMB New Energy Materials, yakni badan hukum perseroan
terbatas yang berlokasi di Kawasan Industri PT. Indonesia Morowali Industrial Park
(Kawasan IMIP)
ANHE]FE QMB, B FPT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP TV @ [X) )
ARTAELFNEN .

5.1.2 Pekerja adalah orang yang bekerja pada PT QMB New Energy Materials.
TZHETE QMB TR X TAER A5,

5.1.3 Kerja Paksa adalah semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada Karyawan
dengan ancaman hukuman apapun dan untuk mana Karyawan tersebut tidak
menyediakan diri secara sukarela.
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5.2 STANDAR UMUM i Fi #5
5.2.1 Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja

FEFRRAT, BDNEHABLAE, IR ARG 2 1 BRI 8 .

5.2.2 Kerja Paksa yang tidak sah merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia dan
merupakan pelanggaran hukum

FIERRIB T AN RIBARL, HEIEAT N

5.3 PELARANGAN KERJA PAKSA %k L3838 553
5.3.1 Perusahaan melarang kerja paksa dalam bentuk apapun.
N E R IEAEE A BRE B,
5.3.2 Perusahaan tidak akan menggunakan kerja paksa dalam bentuk apapun:
INEIAREAE AT A 5RIE 5 5
(a) sebagai cara penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman atas
pemahaman atau pernyataan pandangan politik atau secara ideologis

pandangan yang bertentangan dengan sistim politik, sosial dan ekonomi yang
sah;

ERNBORERI S ET T, SUEANEGIENEIG, 2 fEnT
JE N B B SR BUR LR BCEIR B S X S A ST

(b) sebagai cara untuk mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk
maksud pembangunan ekonomi;

VER DN SFAE 5 o) IR I 255 AR Ry — PP 5 20

(c) sebagai cara untuk membina disiplin tenaga kerja;
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(d) sebagai hukuman karena keikutsertaan dalam pemogokan;
TERXZSINE THIIETT ;

(e) sebagai pelaksanaan diskriminasi rasial, sosial, bangsa dan agama
TER—FhRRIR, thes, BREBEMRBIEAITH

5.4 PENGECUALIAN KERJA PAKSA 3538 3 2 4
5.4.1 Kerja paksa tidak termasuk:

BRI TS B AN AR TEN ¢

(a) setiap pekerjaan atau jasa yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang
wajib dinas militer untuk pekerjaan yang khusus bersifat militer;

RaE (S5 ih) BUE L FNFANEM TAESRSS, MNFETIE
TR AU TAE

(b) setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan sebagian dari kewajiban biasa
warga negara dari penduduk suatu negara yang merdeka sepenuhnya;
VER— A FERIAT [ FE A BAE # BRST —E8 o3 WA TAEEARSS |

(c) setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang sebagai akibat

keputusan pengadilan dengan ketentuan bahwa pekerjaan atau jasa tersebut

dilaksanakan dibawah perintan dan pengawasan pejabat pemerintah dan

orang tersebut tidak disewa atau ditempatkan untuk digunakan oleh
perorangan secara pribadi, perusahaan atau perkumpulan;

RIEBE R TSR ANG AR AR TARSIRSS, SRS TSR
FRABINE RRa o R E FEITH, HIANEZE TR, &

mlEhE, MARHEAAN, AFEHSSAEAY ;

(d) setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan dalam keadaan darurat, ialah
dalam keadaan perang atau bencana atau bencana yang mengancam seperti
misalnya kebakaran, banjir, kekurangan makanan, gempa bumi, wabah yang
ganas atau wabah penyakit, serangan oleh binatang, serangga atau binatang
yang merusak tumbuh-tumbuhan dan pada umumnya setiap hal yang dapat
membahayakan keadaan kehidupan atau keselamatan dari seluruh atau
sebagian penduduk;

FEERFIUT, AMES GRS FEZ B R ELCRERMAFI T,
KR, HOK, ORRERERR, MR, MEEESCRK, i, BB ER
TR TRz, DAN ATRefa K ARy N AR AE A el e ) —
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(e) tugas kemasyarakatan dalam bentuk kecil semacam yang dilakukan oleh
anggota masyarakat tersebut secara langsung dan oleh karenanya dapat

dianggap sebagai kewajiban yang biasa dari warga negara yang dibebankan
pada anggota masyarakat, dengan ketentuan bahwa anggota masyarakat atau
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wakil mereka mempunyai hak untuk dimintakan pendapat tentang keperluan
pekerjaan itu.
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5.4.2 Hal-hal yang termasuk pengecualian Kerja Paksa tidak bisa dilakukan untuk
penghasilan atau pengumpulan hasil yang dipergunakan atau diperdagangkan oleh
pribadi perorangan dan atau perusahaan.

o®1H 55 s FR o0 A T RA A FN/EC 2w T Bl A8 By ) = i O TR sl e 4.
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(1) Konvensi ILO Nomor 29 Konvensi Kerja Paksa atau Wajib Kerja, 1930
(2) Konvensi ILO Nomor 105 Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957
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Penghapusan Kerja Paksa
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